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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem
perlindungan hukum satwa liar dalam tindak pidana. Di samping itu untuk mengetahui
dan menjelaskan tentang optimalisasi upaya hukum terhadap kendala yang dihadapi
dalam perlindungan satwa liar sehingga tidak terjadi perdagangan satwa liar. Teori
yang digunakan adalah teori kehendak, teori perlindungan hukum, teori penegakan
hukum, teori pemidanaan, dan teori pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan
melakukan kajian peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi
acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa dalam rangka
memberikan perlindungan hukum tidak terlepas dari pelaksanaan penegakan hukum
terhadap perdagangan illegal satwa liar yang membutuhkan institusi penegak hukum
dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum adalah orang
yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat
hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Pengawasan sebagai langkah
preventif perdagangan illegal satwa yang dilindungi dilakukan pada tingkat kegiatan
pengambilan atau penangkapan specimen tumbuhan dan satwa liar, pengawasan
peredaran dalam negeri, dan pengawasan ke dan dari luar negeri. Simpulan, bahwa
sistem perlindungan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap satwa liar yang dilindungi
tidak mampu menekan kejahatan perdagangan satwa liar disebabkan pemidanaan bagi
pelaku tidak menimbulkan efek jera bahkan negara dirugikan akibat perbuatan pelaku
perdagangan satwa liar dapat menyebabkan kepunahan satwa liar yang dilindungi.
Optimalisasi upaya hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang tindak
pidana memperniagakan satwa liar dalam pemidanaannya tidak mampu memberikan
efek jera bagi pelaku tindak pidana maka dapat diterapkan paradigma keadilan
restoratif pada nilai yang dapat mendorong seluruh masyarakat atas kondisi sosial yang
berkontribusi pada perilaku pelaku dimana tindak pidana memperniagakan satwa liar
didorong oleh faktor ekonomi yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan
memperdagangkan satwa liar sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang sinergis
antar lembaga instansi pemerintah dalam memberikan edukasi bagi masyarakat yang
tinggal di sekitar habitat satwa liar yang dilindungi guna mencegah terjadinya kembali
perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh negara.
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ABSTRACT

This research was conducted to identify and explain about the legal protection
system of wildlife in criminal acts. In addition, to find out and explain about the
optimization of legal measures against the obstacles faced in protecting wildlife so that
wildlife trade does not occur. The theory used is the theory of will, theory of legal
protection, theory of law enforcement, theory of punishment, and theory of criminal
liability. The research method used is normative law research by reviewing statutory
regulations. The subject of the study is the law conceptualized as norms or rules that
apply in society and become a reference for everyone's behavior. The results of this
study are formulated that in order to provide legal protection it is inseparable from the
implementation of law enforcement against illegal wildlife trade which requires law
enforcement institutions and law enforcement officials. In a narrow sense, law
enforcement officers are people involved in the process of upholding the law starting
from witnesses, police, legal advisors, prosecutors, judges, and prison guard officers.
Supervision as a preventive measure for the illegal trade of protected animals is carried
out at the activity level of taking or catching specimens of wild plants and animals,
monitoring domestic circulation, and monitoring to and from abroad. The conclusion is
that the protection system in criminal acts as stipulated in the prevailing laws and
regulations in Indonesia against protected wild animals is not able to suppress the crime
of wildlife trafficking because the punishment for the perpetrator does not cause a
deterrent effect even the state is harmed by the actions of the illegal wildlife trade
actors extinction of protected wildlife. Optimizing legal remedies in terms of laws and
regulations regarding the criminal act of trafficking wild animals in their punishment is
not able to provide a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts, so a paradigm
of restorative justice can be applied to values that can encourage the whole community
to social conditions that contribute to the behavior of the offender where the crime The
trade in wild animals is driven by economic factors that want greater profits by trading
wild animals, so it is necessary to improve synergic coordination between government
agencies in providing education for people living around protected wildlife habitats to
prevent the re-occurrence of trade in protected wildlife by state.
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